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Abstrak
 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam

dan Bering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya

keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen

penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita

sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui

sebagai milik meraka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan

yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak

benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi,	mengiklankan,	menawarkan,	menjual atau memperdagangkan,

mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman

semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT.

Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri

benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang

menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas loka1 sebagai benih sumber untuk mendapatkan

turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT

bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap

perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa ijin. Sebagian besar diberi pembinaan dan

hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak

semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu

dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

<hr>

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently

called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get

benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading

variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and

repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant

Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new

characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation

objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty {20) years for one season

plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This

legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by

Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed

improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party
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then, it will be known by right holder or office of PMT upon stalling of plantation variety. In the field, so

many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely,

those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of

protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus,

attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized succesfully, but, it

requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society.


